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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 27 l.HUN 2010

TENTANG

PENYULUHAN HUKUM

BUPATI BEKASI,

. bahwa dalam rangka terfib mengembarngkan budaya tahu,

sadar dan taat hukum dikalangan aparatur dan masyarakatl,
perly  dilaksanakan penyuluhan hukum  agar terwujud
kesadaran hukum dan kepatuhan hukum demi tegaknya
supremasi hukom;

hahwa dalam rangka pelaksanaan penyuuhan hukum di
lingkungan Paimerintah Kabupaten Bekasi dan Pemarintahan
Desa di Kabupaten Bekasl, diperfukan pranata hukum
mengenai tala cara dan mekanisme pelaksanaannya,

bahwa berdasarkan partimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurut a cap huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyuluhan Hukum,

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950);

. Uncang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kKedua ataz Undang-Undang Momor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Momor 61, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
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Indonesia Nomor 48456);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tertang
Pambagian Uiusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerirlahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Mota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesiz Momor 4737) ;

Peraturan Presidan MNomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuzia Momor
M.01-PR.08.10 Tahun 2008 tentang Pola Penyuluhan Hukum
sabagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasl Manusia Nomor M.01-PR.0OB.10 Tahun 2006
lentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Momer M.O1-PR.OB.10 Tahun 2008 tentang
Pola Penyuluhan Hukum!

Perafuran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen  Hukum dan  Hak Asasi Manusia Nomor
PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembenfukan dan
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa'Kelurahan
Sadar Hukum;

Feraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi {Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor § Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomar 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 2 Tahun 2000
tentang Pembentukan Peraturan Daerabk {Lembaran Daerah
®abupaten Bekasi Tahun 2009 Nomer 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekas! Nomor 7 Tahun 2000
lertang Oiganisasi Perangkat Dasrah Kabupaten Bekasi
(Lembaran [laerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor T

Feraturan Bupati Bekasi Nomor 148 Tahun 2007 tentang
Mekeanisme Penyusunan Praduk Hukum Daerah di Lingkungan
FPemerintab Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 14B8);

Peraturan Bupali Bekasi Nomor 19 Tahun 2000 tentang

Urganisasi dan Tata Ketfja Sekretariat Daerah (Besita Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Momer 19).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYULUHAN HUKUM.
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KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Daerah adalah Bupali dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Bekasi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Bekas:

Aparatur adalah aparatur Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Pemarintahan
Desa di Kabupaten Bakasi.

Satuan Kerja Perangkat Dasrah yang selanjutnya diszbut SK2D adalah SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Baglan Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi,
Desa adalah desa-desa di Kabupaten Bekasi.

Pemenntahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh
Femerintah Dasa dan Badan Pamusyawaratan Desa.

Pemeanntah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
Kepala Desz adalah kepala desa di Kabupaten Bekasi.

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebariuasan informasi dan pemahaman
terhadap norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat
sehingga tercipta budaya hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
demi teagaknya supremasi hukum

wesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur dan
masyarakat dalam benluk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap
norma hukum dan peraturan peiundang-undangar,.

Metode penyuluban hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari
pamyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum.

Keluarga sadar hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang
berdfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya berusaha
sandin untuk meningkatkan kasadaran hukum bag! dirinya.

Kadarkum binaan adalah Kadarkum yang berperan menggerakkan, membimbing
dan menjadi teladan bagi kadarkum lainnya.




17 Desa sadar hukurm atav kelurahan sadar hukum adalah desa atau kelurahan yang
telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memeruhi kriteria sebagai desa
sadar hukum atau kelurahan sadar hukum,

15 Lomba keluarga sadar hukum yang selanjutnya disebut lomba Kadarkum adalah
suaty sarana unluk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam

pemanaman hukum,
16 Pembinaan adalah suatu upava peningkatan kualitas bagi tenaga penyuluhan,
kelompaok sasaran panyuluhan hukur dan rmatari panyiluhan hukum.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Fasal 2
Fenyuluhan hukum dizselenggarakan dengan makswd dan fujuan; |
a  mewyudkan kesadaran hukem aparatur dan masyarakal yang lebih baik sehingga
satiap aparalur dan anggota masyarakat manyadari hak dan kewajibannya sebagai
warga negara;
b, mewuudkan budava hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat
ferhadap hukum serta menghormali hak azazsi manusia.
SAE
MATERI PENYUL UHAN HUKUM
Pazal 3
Matari penyuluhan hukum meliputi produk hukum pusat dan produk hukum daerah,
dizesuaikan dengan hasil eveluasi, peta permasaiahan hukum dan Rebutuhan di
Daerah.
Pasal 4
zeliap tahun Bagian Hukum meneiapkan proritas ketentuan peraturan perundang-
undangan dan normRa hukum yang dijadikan bahan materi penyuiuhan hukum.

BAR IV

METODE DAN SASARAN PENYULUH HUKUM

Fasal 5
{11 Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan metode:

a, penyuluhan hukum langsundg:
b penyuluhan hukum tidak langsung.




i2) Penyuluhan hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang
disuluh

{3) Penyuluhan hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hura! b
ditakukar melaln media elekironik dan media cetak,

Fazal g

Penyulufian hukum langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dilakukan secara terpadu dengan SKPD yang terkait, maliputi :

a. penyelenggaraan |

b. maten penyuluhan ;

€. sasaran penyuluban |

d.  media penyuluhan |

& hal-hal terkait dengan penyuluhan.

Pazal 7

Sasaran panyuluhan hukum meliputi aparatur dan masyarakat.

Bag v
PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKLUM
Bagian Kesatu

Palaksanaan Penyulunan Hukum

FPasal B8

(1} Penyuluhan hukum dapat diaksanakan oleh tenaga penyuluh hukum dan/atau
grang yang mempunyal pengetahuan dan keahlian dibidang teknis substansial
serta mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi penyuiuh
secara jelas dan benar,

(2] Dalam hal penyuluhan hukum berupa produk hukum daerah dilaksanakan oleh
SKPD yang berkaitan dengan teknis substansial sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya,

Pasal 9
(1) Pelaksanaan penyuluhan hukum dikeordinasikan cleh Bagian Hukum.
(2} Bagian Hukum dalam melaksanakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat melakukan rerja sama dengan Pemerintah, instansi terkait,
perguruan inggi atau organisasi kemasyarakatan.



Bagian Kedua
Metode Penyuluhan Hukum
Paragraf 1
Bentuk-bentuk Panyuluhan Hukum
Pasal 10

Bentuk-bentuk panyuluhan hukum meliput

a. paremuan;
b, diskusi
¢ lemu sadar hukum
d. simuias |
8. parmaran,
f  lomba kadarkum ;
g penyuluhan hukum melalul media massa, madia cetak dan media alektronik.
Paragraf 2
Pertemuan
Fasal 11

i1 Penyuluhan hukum dalam bentuk pertemuan diselenggarakan untuk memberikan
infarmasl dan pemahaman lerhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
tertenitu

(2) Dalam peremuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) yang bertindak sebagai
narasurnber adalah SKFPD atau instansi Pemerintah atau fenaga ahh, sesuai
dangan tugas pokok dan fungsi serta kompetensinya.

Paragraf 3
Diiskusi

Pasal 12

{10 Penyulubhan hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk pendataman
rrater hukum terenty

i) Dalam diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) yang bertindak sebagai
naasumbar yailu lenaga ahli, sesual dengan bidang dan kompetensinya.




Paragraf 4
Temu Sadar Hukum
Fasal 1
i1} Penyuluhan hukum dalam bentuk temu sadar hukum dis-arenggar?kan untuk
membina Kadarkum, Kadarkum binaan, desa binaan atau kelurahan binaan, dasa
sadar hukum atau kelurahan sadar hukum dan kelompok masyarakat lainnya.

(2} Temu sadar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
ditemnpat terbuka untuk umum, dan dalam pelaksanaanya dihaditkan narasumber

serta pemandu.

Paragraf &

Smulasi

Pasal 14
Fenyuluhan hukum dalam bentuk simulasi disetenggarakan untuk membina Kadarkum,
Kadarkum binaan, desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum, dan kelormpok
masyarakal lainnya dengan menggunakan alat peraga.

Paragraf &

Pameran

Pasal 15
F'E!r*:j.'uluhan hukwm dalam bentuk pameran diselenggarakan untuk memamerkan hasil
kegiatan penyulunan hukum dan mepromosikan SKPD yang melakukan penyuluhan
hukum baix melalu panel, fota, grafik. buku, leafel, booklet. maupun audic-visual.

FParagraf 7

Lomia Kadarkum

Fasal 16

(1} Penyuluhan hukum dalam beniuk lomba Kadarkum diselenggarakan untuk
mengevaluasi tingkat kebarhasilan penyuluhan hukum yang telah difaksanakan.

(2) L_aml::-a kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di
lingkal desalkelurahan, kecamalan, kabupaten, provinsi danfatau di tingkat
nasional, dengan ketentuan:

a. lomba Kadarkum tingkat desafkelurahan  dilkuti oleh pesena dar wilayah
RT/RW di walavah desafkelurahan;




Lomba Kadarkum tingkat kecamatan dikuti cleh pemenang pertama tingkal
desakelurahan yang ada di wilayah kecamatan;

fomba Kadarkum tingkat kabupaten diikull oleh pemenang pertama kadarkum
tingkat kecamatan yang ada di wilayah kabupalen.

_ dalam hal dilaksanakan lomba Kadarkum tingkal provinsi atau nasional, akan

dikirimkan pemenang pertama Kadarkum tingkat kabupaten.

Paragraf 8

Media Massa, Media Cetak dan Media Elekironik

FPasal 17

Penyuluhan hukum yang diakukan media massa, media cetak dan media elektronik
dapat bekerja sama dengan media massa, media cetak dan media elekironik lainnya

EBagian Ketiga

Tata Laksana Penyuluhan Hukum

FPasal 18

Tata laksana penyuluhan hukum meliputi penyusunan program, pelaksanaan,
pemantauan, evaluas:, dan pelaporan.

F"_Enyusunan program  penyuluban  hukum  tingkat kabupaten sebagaimana
cimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagian Hukum berkoordinasi dengan Biro
Hukum Provinsi Jawa Baral dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Barat

BAB W

KADARKLUM

Fasal 19

Kadarkum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat dibentuk oleh desa atau
kelurahan,

Setiap anggata masyarakat dapat menjadi anggota Kadarkum.
Sefiap Kadarkum mempunyai anggota paling sedikit 25 (dua pulub ima) orang

anggota etap oan terdaftar pada Bagian Hukum dan Kanfor Kementeran Hukum
dan Hak Asazi Manusia Jawa Barat
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Pasal 20

Untuk menggerakkan, membina dan menjadi teladan bagi Kadarkum desa atau
kelurahan, Bupali dapat membentuk Kadarkum hinaan.

Kadarkum binaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan parundang-undangan.
BAB Vil

DESA/MELURAHAN BINAAN DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKLM

Pasal 21
Desakelurahan binaan dapat ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum,
yang diusulkan oleh Bupati dan diletapkan dengan Keputusan Bupati, dengan
mempearhatikan perfimbangan  Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Barat.
Penetapan desatkelurahan sadar hukum sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
dapat ditinjau kermbali dalam hal desafkelurahan sadar hulum dimaksud tidak
memenuhi persyaratan sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada desaikelurahan
sadar hukum.

Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VIl
FEMBINAAN PENYULUHAN HUKUM

Pazal 23

Fembinaan penyuluban hukum dilakukan terhadap penyuluh hokum dan sasaran
penyuiuban hukam atay maten payuluhan hukum,

i1}

(2)

Pasal 24

Pembinaan terhadap panyuluh hukum dilakukan dengan cara menyelenggarakan
bimbingan teknis penyuluhan hukum,

Bimbingan teknis penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselanggarakan cleh Bagian Hukum.
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BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Fasal 25

(1Y Evaluasi penyuluhan hukum dilakukan untuk mengetahui  perkembangan,
kebernasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

(2} Kepaia Bagian Hukum membuat laporan hasil evaluasi paiaksanaan penyuluhan
hukum wntuk disampaikan pada Bupati melalui Sekretans Daerah,
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 26
Pembiayaan yang diperiukan untuk pelaksanaan penyuluban hukum dibebankan pada
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi,
BAB X
FERUTUP
Pasat 27
Faraturan Bupati ine mutar berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, mermernintahkan pengundangan Peraluran Etupaii
inlengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,
Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 22 Qletober 2C1C

A BUPATNBEKASI v .




